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Perbankan nasio
nal sedang meng 
hadapi tantangan 
berupa fungsi 
intermediasi yang 
belum optimal di 
tengah likuiditas 
melimpah dan 
modal yang kokoh. 

I 
ni ditandai dengan laju pe
nyaluran kredit yang masih 
bergerak pelan. BI menca

tat kredit yang dikucurkan per
bankan pada Oktober 2021 baru 
tuplbuh 3,24 persen secara ta
hunan (yay). Sementara rasio 
alat likuid terhadap dana pihak 
ketiga dan permodalan masing
masing 34,05 persen dan 25,30 
persen. Meski kredit tumbuh 
rendah, capaian ini lebih baik 

• dibanding Oktober 2020 yang 
tumbuh minus 0,47 persen. 

Laju kredit yang rendah be
lum cukup menopang pemu
lihan ekonomi pascapandemi. 
Sebab, sumber pembiayaan 
pembangunan masih bertumpu 
pada gelontoran kredit perban
kan. Di sisi lain, hasil survei BI 
November 2021 menunjukkan 
permintaan dan penyaluran 
kredit korporasi terindikasi me
ningkat. Ini berarti perbankan 
nasional masih perlu didorong 
lewat berbagai kebijakan agar 
aliran kredit mengucur deras. 

Sementara dinamika ekono
mi global mulai menunjukkan 
tanda-tanda era normalisasi ke
bijakan moneter longgar. Ba
nyak bank sentral di seluruh 
dunia mulai mengganti arah ha
luan dengan mengurangi sun-

1 tikan likuiditas dan meningkat
kan suku bunga acuan. 

Bahkan bank sentral AS, The 
Fed, yang merupakan rujukan 
bank sentral di seluruh dunia, 
telah memutuskan memperce
pat penghentian suntikan likui
ditas sampai pada Maret 2022 
dan menaikkan suku bunga 

- hingga tiga kali pada 2022. 
Kondisi eksternal ini mem

buat respons kebijakan mane-
• ter BI pada masa datang lebih 

difokusk.an pada kebutuhan sta
bilitas (pro-stability), sebagai
mana ditegaskan Gubernur BI 
Perry Warjiyo dalam Pertemu
an Tahunan Bank Indonesia, 23 
November 2021. Kebutuhan 
pro-stability mendorong dita
hannya pergerakan suku bunga 
acuan pada level rendah sejak 
pandemi sampai muncul tan
da-tanda kenaikan inflasi. 

Meski begitu, BI tetap mem
perhatikan kebutuhan pertum
buhan (pro-growth). Dan, un
tuk memenuhi itu, BI me
racik kebijakan makropru
densial sebagai bagian dari 
bauran kebijakan BI, se-
lain kebijakan sistem 
pembayaran, pendalaman 
pasar uang, dan percepat
an digitalisasi ekonomi ke
uangan yang inklusif 
dan berkelanjutan. 

Menyasar UMKM 
Sepanjang 

2021, kebijakan 
makroprudensial 
untuk mendo
rong penyaluran 
kredit telah dike
luarkan BI dalam 
bentuk kebijakan 
Rasia Pembiayaan Inklusif 
Makroprudensial (RPIM). Ke
bijakan yang mulai berlaku pa
da 2022 ini akan menyasar kre
dit sektor UMKM, masyarakat 
berpendapatan rendah, serta 

• pembiayaan inklusif lainnya. 

!.- Pilihan pada sektor UMKM 
sungguh tepat karena UMKM 
berperan signifikan dalam per
ekonomian Indonesia. Data Ke
menterian Koperasi dan UKM 
2019 menunjukkan sektor UM
KM memiliki pangsa pasar 99 
persen, menyerap tenaga kerja 
96,92 persen, dan berkoutribusi 
terhadap PDB 57,1 p~rsen. 

Di tengah pandemi, UMKM 
perlu uluran tangan dari berba
gai pihak, salah satunya berupa 
pembiayaan atau permodalan. 
Menurut catatan BI, potensi 
pembiayaan ke sektor UMKM 
sangat besar, mencapai Rp L605 
triliun, meliputi usaha mikro 
Rp 331 triliun, usaha kecil Rp 
534 triliun, dan usaha mene
ngah Rp 740 triliun. 

Kebijakan RPIM juga telah 
memperluas opsi bank untuk 
membiayai UMKM melalui 
berbagai saluran. Tak hanya 
kredit langsung ke UMKM, 
tetapi bisa juga melalui jalur 
rantai pasok, lembaga keuangan 
dan badan layanan yang menya
lurkan kredit ke UMKM se
perti PT Pegadaian dan PT' Per
modalan Nasional Madani, dan 
pembelian surat berharga pem
biayaan inklusif (SBPI) yang di-

terbitkan pemerin
tah, BI, bank, !em-

baga danjatau ba
dan usaha yang 
memiliki prog
ram pengem
bangan UMKM 
dan pembiayaan 

inklusif di Indo-
nesia. 

Dengan begitu, 
bank yang tak me
miliki kompetensi 
dalam penyaluran 
kredit secara lang
sung ke UMKM atau 
model bisnisnya tidak 

pada sektor UMKM 
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dapat tetap berpartisi
pasi melalui jalur rantai 

pasok, lembaga keuangan 
dan badan layangan, dan pem
belian SBPI. 

Di sektor properti, BI juga 
telah memperpanjang kebijak
an pelonggaran rasio loan to 
value (LTV) untuk kredit pro
perti paling tinggi 100 persen 
untuk seluruh jenis kredit pro
perti, seperti rumah tapak, ru
mah susun, serta ruko/ rukan, 
dan ketentuan uang muka un
tuk kredit kendaraan bermotor 
menjadi paling sedikit nol per
sen, hingga Desember 2022. 

Kebijakan yang dikeluarkan 
pada triwulan I-2021 ini dinilai 
cukup berkontribusi dalam 
mendorong perturnbuhan kre
dit properti, terutama kredit 
pemilikan rumah (KPR) pada 
level cukup tinggi mencapai 9,6 
persen (yoy) Oktober 2021. 

Sektor. properti merupakan 
salah satu sektor strategis bagi 
perekonomian dengan kontri
busi mencapai 13,6 persen ter
hadap PDB _Indonesia di 2020. 
Akselerasi di • sektor properti 
berarti banyak industri yangja
di bagian dari rantai pasok juga 
akan pulih dan pada gilirannya 
akan membuka kembali lapang
an kerja yang cukup ~esar. 

Kebijakan pada 2022 
Menurut Asisten Gubernur 

~I Juda Agung dalam acara 
bincang-bincang BI bersama 
masyarakat (BIRAMA), 2 be
sember 2021, BI sedang meng
godok insentif untuk perbank
an yang menyalurkan kredit di 
sektor ekonomi hijau, seperti 

kredit pada energi surya, angin, 
dan kendaraan listrik. Insentif 
ini ditujukan untuk mengem
bangkan ekonomi dan keuang
an hijau. Kebijakan ini rang
kaian respons BI dalam meng
hadapi perubahan iklim setelah 
meluncurkan kebijakan kredit 
properti dan kendaraan her
motor berwawasan lingkungan 
pada 2019. 

Kebutuhan kredit untuk pe
ngembangan ekonomi hijau 
memiliki potensi sangat besar. 
Misalnya, menurut laporan In
donesia Energy Transition Out
look (IETO) 2022, pengem
bangan energi terbarukan bu
tuh pendanaan 25 miliar dollar 
AS-35 miliar dollar AS (setara 
Rp 350 triliun-Rp 490 triliun) 
per tahun hingga 2030. Ke
butuhan ini akan meningkat 
menjadi 45 miliar dollar AS-60 
miliar dollar AS (setara Rp 630 
triliun-Rp 840 triliun) setelah 
2030 hingga 2050. 

Pengembangan ekonomi dan 
keuangan hijau juga telah men
jadi tuntutan global. Mau tidak 
mau, Indonesia harus melaku
kan itu. Bila tidak, Indonesia 
akan dikucilkan dan terekspos 
risiko seperti adanya hambatan 
ekspor unggulan akibat pajak 
karbon dan akses keuangan glo
bal yang semakin terbatas. 

Tentu saja kebijakan makro
prudensial BI tetap perlu disi
nergikan dengan kebijakan pe
merintah dan Otoritas Jasa Ke
uangan (OJK) agar dapat mem
berikan dampak optimal pada 
perbaikan ekonomi menuju 
ekonomi Indonesia yang ku~ 
dan berdaya tahan. ( 


